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PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP 
PENYALAHGUNAAN VISA MENURUT UNDANG-





Abstrak : Kendala-kendala yang dihadapi petugas imigrasi dalam 
melakukan pengawasan orang asing yang berada di wilayah kerja Kantor 
Imigrasi Klas I Jayapura, yaitu: Faktor dari hukum itu sendiri yang dalam 
hal ini adalah Undang- Undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang 
keimigrasian yang tidak menjelaskan secara rinci tentang 
penyalahgunaan/pelanggaran visa, Faktor aparat penegak hukumnya; 
Faktor sarana dan prasarana (fasilitas penunjang); Faktor masyarakat 
dalam hal ini masyarakat harus sadar hukum; Faktor anggaran yang tidak 
mencukupi. 
Upaya imigrasi dalam menanggulangi terjadinya suatu tindakan 
penyalahgunaan visa dibedakan atas 2 (dua) cara yaitu: Upaya preventif, 
Upaya represif, Dalam hal penanggulangan ini erat kaitannya dengan 
pengawasan baik wisatawan yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, 
dan melakukan kegiatan di wilayah Indonesia. Upaya preventif adalah 
upaya penanggulangan   yang   dilakukan   dalam   usaha   untuk   
mencegah atau menjaga kemungkinan terjadinya tindak pidana 
keimigrasian dalam hal ini yaitu penyalahgunaan visa. Sedangkan upaya 
represif adalah upaya penanggulangan yang dapat dilakukan dengan cara 
pemidanaan, deportasi maupun pengusiran (black list). 
 




Indonesia adalah sebuah negara kepulauan, dimana sifat wilayah 
Indonesia yang berpulau-pulau mempunyai jarak yang dekat bahkan 
berbatasan dengan beberapa negara tetangga. Selain itu negara 
                                                   
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua 
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Indonesia merupakan salah satu negara subur yang kaya akan rempah-
rempah dan kekayaan alam lainnya. Kesuburan dan kekayaan alam yang 
terdapat di Indonesia inilah yang menjadikan daya tarik bagi warga negara 
asing untuk mencari nafkah bahkan menetap di Indonesia. Pada tempat-
tempat tertentu diwilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan 
negara tetangga jalur lalulintas tradisional dapat masuk dan keluar wilayah 
Indonesia baik warga negara indonesia maupun warga negara asing 
dengan mudahnya tanpa adanya pengawasan dari pihak penegak 
hukum.2 
Letak geografis Indonesia terletak diantara Benua Asia dan Benua 
Australia, serta Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.Posisi Indonesia 
sangat setrategis dan penting dalam kaitannya dengan perekonomian. 
Indonesia berada persimpangan lalu lintas dunia. Letak geografis 
merupakan salah satu determinan yang menentukan masa depan dari 
suatu negara dalam melakukan hubungan internasional. Kondisi geografis 
suatu negara sangat menentukan peristiwa-peristiwa yang memiliki 
pengaruh secara global. 
Posisi strategis ini menentukan proses pembangunan yang 
berlangsung di negara Indonesia, kemajuan ilmu dan tehnologi serta 
berkembangnya kerja sama baik yang berskala regional maupun 
internasional mendorong meningkatnya arus orang untuk masuk dan 
keluar wilayah Indonesia. Apalagi pada era globalisasi saat ini 
                                                   
2 http://lawskripsi.comdiunduh pada hari senin tanggal 10 mei 2014 
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menyebabkan batas antar negara semakin tipis/kabur, sehingga 
memudahkan orang-orang berpindah tempat ke negara lain dalam rangka 
melakukan aktifitas atau untuk mencapai tujuannya, antara lain yaitu tugas 
diplomatik, wisata, usaha maupun  kunjungan sosial budaya. 
Pada dasarnya Petugas imigrasi adalah mengemban tugas 
ganda yaitu sebagai penjaga pintu masuk, sekaligus sebagai palang pintu 
keluar negeri. Posisi sebagai palang ganda inilah yang menentukan nasib 
dan kedaulatan bangsa, kedaulatan dari perspektif penegakan hukum, 
juga dalam perspektif harkat dan martabat bangsa. Banyaknya 
pelanggaran dan kejahatan yang terjadi dalam bidang keimigrasian, maka 
terhadap orang asing yang masuk kedalam wilayah Indonesia dilakukan 
pelayanan dan pengawasan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip yang 
bersifat selektif (Selectif Policy). 
Berdasarkan prinsip ini hanya orang-orang asing yang dapat 
memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat bangsa dan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, serta tidak membahayakan keamanan dan 
ketertiban juga tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 
1945 dapat diijinkan masuk atau menetap di wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, dipertimbangkan dari berbagai segi politik, ekonomi, 
maupun sosial budaya bagi bangsa dan negara Indonesia, hal ini 
tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang 
Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian. Warga negara asing yang akan 
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memasuki wilayah Indonesia harus lebih dulu mendapatkan ijin masuk, 
sesuai dengan ketentuan Undang- undang Keimigrasian, setiap orang 
asing dapat masuk ke wilayah Indonesia setelah mendapat izin masuk. 
Izin masuk adalah Izin yang di terakan pada visa atau surat perjalanan 
untuk orang asing untuk memasuki     wilayah  Indonesia ang diberikan 
oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi. Masa berlakunya 
izin masuk di sesuaikan dengan jenis visa yang di milikinya.3 
Peranan instansi Keimigrasian menjadi semakin penting 
terhadap pengawasan orang asing perlu ditingkatkan sejalan dengan 
meningkatnya kejahatan internasional atau tindak pidana transnasional, 
seperti perdagangan orang, penyelundupan manusia, dan tindak pidana 
narkotika yang banyak dilakukan oleh sindikat kejahatan internasional 
yang terorganisasi. Pengawasan terhadap orang asing tidak hanya 
dilakukan pada saat mereka masuk, tetapi juga selama mereka berada di 
wilayah Indonesia, termasuk kegiatannya.  Berdasarkan  Undang-undang  
Nomor  06  Tahun  2011  tentang Keimigrasian diatur adanya beberapa 
macam tindak pidana di bidang keimigrasian yang tercantum dalam pasal 
113 sampai dengan pasal 136 mengenai ketentuan pidana. Pengawasan 
keimigrasian mencakup penegakan hukum keimigrasian, baik yang 
bersifat administratif maupun tindak pidana keimigrasian. Di dalam 
Undang-undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian selain diatur 
ketentuan pidana, diatur pula adanya tindakan keimigrasian yang sifatnya 
                                                   
3 M. Imam Santoso,Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi 
dan Ketahanan Nasional,(Jakarta:  UI Press,2004), hlm.1. 
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non yustisial atau lebih menekankan pada segi administratifnya, begitu 
pula mengenai pengawasan orang asing dapat dilakukan secara 
administratif, yaitu pengawasan yang dilakukan melalui penelitian surat-
surat atau dokumen, berupa pencatatan, pengumpulan data  dan 
penyajian maupun penyebaran informasi secara manual dan elektronik 
tentang lalu lintas keberadaan dan kegiatan orang asing. Kegiatan ini 
adalah pengawasan lapangan, yaitu pengawasan yang dilakukan berupa 
pemantauan, patroli, razia dengan mengumpulkan bahan keterangan, 
pencarian orang dan alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana 
keimigrasian. 
Tindak pidana Keimigrasian merupakan tindak pidana khusus 
sehingga hukum formal dan hukum materiilnya berbeda dengan hukum 
pidana umum, misalnya adanya pidana minimum khusus. Keberadaan 
orang asing yang ada di Indonesia, tidak sedikit yang menyalahgunakan 
izin keimigrasian, bahkan  bisa  saja  niat  untuk  melakukan  pelanggaran  
tersebut  sudah     ada sewaktu masih berada di negaranya dan atau di 
negara lain.  Untuk kepentingan  supremasi  dan  penegakan  hukum  
serta  menjaga   kewibawaan negara, termasuk wibawa aparat pintu 
gerbang negara, maka terhadap orang asing yang menyalahgunakan izin 
keimigrasian dikenakan tindakan berupa: 
1. Tindakan hukum pidana, melalui serangkaian tindakan penyidikan 
dalam proses sistem peradilan pidana, kemudian setelah selesai 
menjalani pidana, diikuti tindakan deportasi ke negara asal dan 
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penangkalan tidak di ijinkan masuk ke wilayah Indonesia dalam batas 
waktu yang di tentukan oleh Undang-undang. 
2. Tindakan hukum administrasi, terhadap pelanggaran hukum tersebut 
tidak dilakukan tindakan penyidikan, melainkan langsung dikenakan 
tindakan administrasi berupa pengkarantinaan, deportasi dan 
penangkalan. 
Dalam proses penegakan hukum keimigrasian, penentuan suatu 
kasus pelanggaran diselesaikan dengan proses hukum pidana  atau 
administratif diletakkan pada kewenangan (diskresi) pejabat imigrasi. 
Untuk itu perlu ada batasan dan kategorisasi yang tegas dalam proses 
penegakan hukum yang dapat ditempuh yaitu antara tindakan hukum 
pidana dengan tindakan hukum administratif, sehingga tidak lagi 
digantungkan pada  penilaian pejabat imigrasi tetapi didasarkan sistem 
atau peraturan perundang- undangan dengan memperhatikan proses 
penyelesaian perkara     keimigrasian secara cepat, efektif dan efisien. 
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka perlulah 
kiranya penulis untuk membahas lebih jauh mengenai tindak pidana di 
bidang keimigrasian ini khususnya hal-hal yang berkaitan dengan 
penyalahgunaan keimigrasian berupa kendala-kendala dari pihak 
keimigarsian dalam mengawasi orang asing yang melakukan 
penyalahgunaan visa, serta upaya keimigrasian dalam menanggulangi 
tindak pidana penyalahgunaan visa di Jayapura. 
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PEMBAHASAN DAN ANALISIS 
Penegakan hukum 
Pada dasarnya ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan 
hukum, yaitu: 
a. Faktor hukumnya sendiri; 
b. Faktor penegak hukum, pihak-pihak yang membentuk maupun 
yang menerapkan hukum; 
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum itu berlaku 
dan diterapkan; 
e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa 
yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.4 
 
Penegakan hukum khususnya hukum pidana apabila dilihat dari 
suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakekatnya 
merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu: 
1. Tahap formulasi; 
2. Tahap aplikasi; 
3. Tahap eksekusi. 
Dapatlah dikatakan bahwa ketiga tahap kebijakan penegakan 
hukum pidana tersebut terkandung didalamnya tiga kekuasaan atau 
kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif pada tahap formulasi yaitu 
kekuasaan legislatif dalam menetapkan dan merumuskan perbuatan apa 
yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan. Pada tahap ini 
kebijakan legislatif ditetapkan sistem pemidanaan, pada hakekatnya 
sistem pemidanaan itu merupakan sistem kewenangan atau kekuasaan 
                                                   
4 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan 
Hukum, (Jakarta: Rajawali Press, 1983), Hlm 4-5. 
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menjatuhkan pidana. Yang kedua adalah kekuasaan yudikatif pada tahap 
aplikasi dalam menerapkan hukum pidana, dan kekuasaan eksekutif pada 
tahap eksekusi dalam hal melaksanakan hukum pidana.5 
Penegakan hukum dalam negara dilakukan secara preventif dan 
represif. Penegakan hukum secara preventif diadakan untuk mencegah 
agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat dan 
tugas ini diberikan pada umumnya oleh badan-badan eksekutui dan 
kepolisian. Walaupun adakalanya dengan Undang-undang, dapat ditunjuk 
pula pengadilan dalam yurisdiksi volunter dan kejaksaan dengan tugas 
pakemnya, melakukan penegakan hukum preventif. Sedangkan 
penegakan hukum represif dilakukan apabila usaha preventif telah 
dilakukan ternyata masih juga terdapat usaha pelanggaran hukum. Dalam 
hal ini hukum harus   ditegakan secara represif oleh alat-alat penegak 
hukum yang diberi tugas yustisionil. Penegakan hukum represif pada 
tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara 
organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada 
dalam kerangka penegakan hukum. Pada tahap pertama, penegakan 
hukum represif diawali dari lembaga kepolisian, berikutnya kejaksaan, 
kemudian diteruskan ke Lembaga Pengadilan dan akhirnya berakhir ke 
Lembaga Permasyarakatan. 
Penegakan hukum yang berkeadilan sarat akan landasan etis dan 
moral. Penegasan ini bukanlah tidak beralasan, selama kurun waktu lebih 
                                                   
5 
 
Barda Nawani Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum 
dan Pengembangan Hukum Pidana, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti , 2005), hlm. 30. 
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dari empat dasawarsa bangsa ini hidup dalam ketakutan, ketidakpastian 
hukum dan hidup dalam intimitas yang tidak sempurna antara sesamanya. 
Apa yang sesungguhnya dialami tidak lain adalah pencabikan moral  
bangsa sebagai akibat dari kegagalan bangsa ini dalam menata 
manajemen pemerintahannya yang berlandaskan hukum. Penegakan 
hukum adalah proses yang tidak sederhana, karena didalamnya terlibat 
subyek hukum yang mempresepsikan hukum menurut kepentingan 
masing-masing, faktor moral sangat berperan dalam menentukan corak 
hukum suatu bangsa. Hukum dibuat tanpa landasan moral dapat 
dipastikan tujuan hukum    yang berkeadilan tidak mungkin akan 
terwujud.6 
Aparatur penegak hukum  mencakup  pengertian  mengenai 
institusi penegak  hukum  dan  aparat  (orangnya)  penegak  hukum.  
Dalam   arti   sempit,   aparatur   penegak  hukum    yang   terlibat     
dalam proses tegaknya hukum  itu,  dimulai  dari  saksi,  polisi,  penasehat  
hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir  pemasyarakatan.  Setiap  aparat 
dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang  bersangkutan 
dengan tugas atau perannya yaitu  terkait  dengan  kegiatan  pelaporan  
atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, 
penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan 
kembali (resosialisasi) terpidana. 
Upaya penegakan hukum secara  sistemik  haruslah  
                                                   
6 M. Husni, Moral dan Keadilan Sebagai Landasan Penegakan 
Hukum yang Responsif, (Jurnal Equality, 2006), hlm.1 
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memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses 
penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat 
diwujudkan secara nyata. 
 
PENGERTIAN TINDAK PIDANA 
Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “strafbaar feit”, 
didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan 
mengenai apa sebenarrnya yang dimaksud dengan strafbaar feit itu  
sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal 
darin bahasa Latin yakni kata delictum. Dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia tercantum sebagai berikut: 
Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (strafbaar feit) memuat 
beberapa unsur yakni: 
a. Suatu perbuatan manusia; 
b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh 
undang- undang; 
c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat 
dipertanggung jawabkan.7 
 
Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah 
laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga 
seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatnya dia,  
dia telah melakukan tindak pidana 
Moeljatno, memakai istilah “Perbuatan Pidana”. Beliau tidak 
menggunakan istilah Tindak Pidana. Perbuatan pidana menurut beliau 
                                                   
7 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, cet.2, (Jakarta: PT. 
RajaGrafindo Persada,2011), hlm. 4 
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dirumuskan sebagai berikut : 
“Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan 
pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.8 
Muladi , menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah penderitaan 
yang sengaja diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan yang 
memenuhi syarat-syarat tertentu.9 
 
PENGERTIAN IMIGRASI 
Istilah imigrasi berasal dari bahasa Belanda immigratie yang 
berasal dari bahasa Latin immigration dengan kata kerja immigreren yang 
dalam bahasa Latinnya disebut Immigrare dan selanjutnya lazim disebut 
menjadi immigratie. Dalam bahasa Inggris disebut Immigration terdiri dari 
dua kata yaitu in artinya dalam dan migrasi yang artinya pindah, datang, 
masuk atau boyong. 
Dengan demikian, Imigrasi adalah pindah, datang atau 
pemboyongan orang-orang masuk ke suatu negara10 Oxford  Dictionary  
of  Law  juga  memberikan  definisi   sebagai berikut: “ Immigration is the 
act of entering a country other than one’s native country with intention of 
living there permanently”. 
Dari definisi ini dipahami bahwa perpindahan itu mempunyai 
                                                   
8 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 1983), 
hlm.1 
9 Muladi dan Barda Nawawi Arif, Teori-teori dan kebijakan 
pidana, cet.2, (Bandung 
10 Sihar  Sihombing, Hukum Keimigrasian,cet.1, (Bandung:  Nuansa 
Aulia,2013),hlm. 2. 
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maksud  yang  pasti,  yakni  untuk  tinggal  menetap  dan  mencari  
nafkah disuatu tempat baru. Oleh karena itu, orang asing yang 
bertamasya, atau mengunjungi suatu konferensi internasional atau 
merupakan rombongan misi kesenian atau olahraga atau juga menjadi 
diplomat tidak dapat disebut sebagai imigran. 
Sedangkan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 06 Tahun 
2011 tentang Keimigrasian menyebutkan “ keimigrasian adalah hal ihwal 
lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta 
pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara”. 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata hal  diartikan 
sebagai keadaan, peristiwa, kejadian (sesuatu yang terjadi). Sementara itu 
kata ikhwal diartikan hal, perihal. Dengan demikian hal-ikhwal berbagai- 
bagai keadaan, peristiwa, kejadian. Ada dua hal yang sangat mendasar 
dalam hal pengertian keimigrasian Indonesia  yaitu pertama adalah   
aspek lalu lintas orang antar negara, sedang yang kedua adalah 
menyangkut pengawasan orang asing yang meliputi pengawasan 
terhadap masuk dan keluar, pengawasan keberadaan serta pengawasan 
terhadap kegiatan orang asing di Indonesia. 
 
TINJAUAN TENTANG VISA 
Dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 18 
dikatakan Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Visa 
adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di 
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Perwakilan Republik Indonesia atau ditempat lain yang ditetapkan oleh 
pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang 
asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi 
dasar pemberian izin tinggal.11 
Jenis-jenis visa ada 4 (empat) macam, yaitu: 
a. Visa Diplomatik 
Visa Diplomatik diberikan kepada orang asing pemegang Paspor 
Diplomat dan paspor lain untuk masuk ke wilayah Indonesia guna 
melaksanakan melaksanakam tugas yang bersifat diplomatik. Visa 
Diplomatik juga diberikan kepada anggota keluarga orang asing 
pemegang Paspor Diplomatik berdasarkan perjanjian internasional, 
prinsip resiprositas, dan penghormatan atau courtesy.  
b. Visa Dinas 
Visa Dinas diberikan kepada orang asing pemegang Paspor 
Dinas dan Paspor lain untuk melakukan perjalanan ke wilayah 
Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas yang tidak bersifat 
diplomatik dari pemerintah asing yang bersangkutan atau organisasi 
internasional.  Visa dinas diberikan juga kepada keluarga orang asing 
termasuk anggota keluarganya berdasarkan perjanjian internasional, 
prinsip resiprositas, dan penghormatan (courtesy) dalam rangka tugas 
resmi yang tidak bersifat diplomatik. 
Yang berwenang memberikan Visa Diplomatik dan Visa Dinas 
                                                   
11 Rita tokoro,makalah upaya peningkatan kualitas pelayanan 
keimigrasian,2011,hlm.7 
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adalah Menteri Luar Negeri, yang dalam pelaksanaanya dilakukan oleh 
pejabat luar negeri di Perwakilan Republik Indonesia.  
c. Visa Kunjungan 
Visa Kunjungan diberikan kepada orang asing yang akan 
melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan 
tugas pemerintah, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, 
jurnalistik atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.  
d. Visa Tinggal Terbatas 
Visa ini diberikan kepada orang asing : 
a. Rohaniawan; 
b. Tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lansia dan 
keluarganya, serta orang asing yang kawin secara sah dengan 
warga Negara Indonesia yanga akan melakukan perjalanan ke 
wilayah Indonesia untuk bertempet tinggal dalam jangka waktu 
yang terbatas; atau dalam rangka bergabung untuk bekerja di atas 
kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah  
perairan nusantara, laut territorial, landas kontimen, dan/atau Zona 
Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. 
 
Upaya keimigrasian dalam menanggulangi tindak pidana 
penyalahgunaan visa 
 
Penanggulangan adalah cara mengatasi terjadinya suatu tindak 
pidana keimigrasian. Usaha penaggulangan dilakukan setelah terjadi 
suatu pelanggaran ketentuan keimigrasian dibedakan atas dua upaya, 
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yaitu: 
1. Upaya Preventif 
Upaya preventif dilakukan sebelum tindak pidana 
penyalahgunaan visa, sehingga upaya ini dimaksudkan untuk 
memelihara situasi dan kondisi yang ada, serta mencegah segala 
kemungkinan yang akan terjadi terhadap penyalahgunaan visa. 
Terjadinya tindak pidana keimigrasian tidak terlepas dari 
masalah pengawasan orang asing. Pengawasan yang kurang terhadap 
orang asing yang masuk ke Indonesia menimbulkan tindakan yang 
mengarah kepada kejahatan maupun pelanggaran. Satu diantaranya 
adalah penyalahgunaan visa yang pada dasarnya telah melanggar 
ketentuan Undang-Undang keimigrasian. 
Dalam bagian penjelasan umum Undang-Undang Nomor 06 
Tahun 2011 tentang keimigrasian ditegaskan bahwa orang asing, 
pelayanan, dan pengawasan dibidang keimigrasian dilakukan dengan 
prinsip yang bersifat selektif (selective policy).33 Berdasarkan prinsip 
ini, hanya orang asing yang diizinkan ke Indonesia adalah orang asing 
yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan 
Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan 
ketertiban, juga tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun negara 
Indonesia yang berdasarkan pada  Pancasila dan Undang-undang 
Dasar 1945. 
Orang asing yang ingin masuk dan menetap di wilayah 
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Indonesia harus dipertimbangkan dari berbagai segi, baik dari segi 
politik, ekonomi maupun sosial budaya bangsa dan negara Indonesia. 
Sikap dan cara pandang seperti ini merupakan hal yang wajar, 
terutama bila dikaitkan dengan pembangunan nasional, kemajuan ilmu 
dan tekhnologi, perkembangan kerjasama regional maupun 
internasional dan  meningkatnya arus orang asing yang masuk dan 
keluar wilayah Indonesia. 
Untuk menjamin kemanfaatan orang asing tersebut dan dalam 
rangka menunjang tetap terpeliharanya stabilitas dan kepentingan 
nasional, kedaulatan negara, keamanan dan ketertiban umum serta 
kewaspadaan tehadap dampak negatif yang timbul akibat pelintasan 
orang antar negara, keberadaan dan kegiatan orang asing diwilayah 
Indonesia, dipandang perlu untuk melakukan pengawasan bagi orang 
asing dan tindakan keimigrasian secara tepat, cepat, teliti, dan 
terkoordinir tanpa mengabaikan keterbukaan dalam    memberikan    
pelayanan    terhadap    orang   asing.    Makna dari pengawasan 
mempunyai pengertian yang luas dan mengandung pengertian yang 
positif. Pengawasan berarti juga mengadakan pengendalian serta 
bimbingan penyuluhan yang ditujukan untuk mengadakan perbaikan 
yang diikuti dengan pemecahannya. 
Proses pengamatan dan penghayatan seluruh kegiatan 
dilakukan sesuai dengan peraturan-peraturan, instruksi dan 
kebijakasanaan yang berlaku. Didalam pengawasan yang penting 
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adalah mengetahui apakah dalam pelaksanaan tugas-tugas terjadi 
penyimpangan atau kesalahan. Hal ini secara preventif agar 
dilaksanakan sedini mungkin supaya tidak terjadi adanya pelanggaran-
pelanggaran yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang 
berlaku. 
Sistem pengawasan keimigrasian adalah suatu sistem 
pengawasan terhadap orang asing, sistem itu meliputi pengamatan dan 
pemeriksaan segala kegiatannya mulai dari rencana dan beradanya 
orang asing di Indonesia sampai dengan meninggalkan Indonesia (The 
equality of service and security).  Hal ini ditegaskan pada pasal 66 ayat 
(2)   Undang-undang Nomor 06 Tahun 2011, yaitu pengawasan 
keimigrasian meliputi: 
1) Pengawasan terhadap Warga Negara Indonesia yang 
memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk wilayah 
Indonesia, dan yang berada diluar wilayah Indonesia; dan 
2) Pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk atau 
keluar wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap 
keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di 
wilayah Indonesia. 
 
Perihal pengawasan orang asing telah diatur dalam Undang-
undang Nomor 06 Tahun 2011, seperti pada BAB VI pengawasan 
keimigrasian terhadap orang asing dan tindakan keimigrasian. 
Pelaksanaan pengawasan orang asing yang berada diwilayah 
Indonesia dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan koordinasi 
bersama badan dan instansi pemerintah yang terkait baik di pusat 
maupun di derah. 
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Pemantapan mekanisme koordinasi dan operasi antara instansi  
yang terkait dalam rangka pengawasan orang asing, instansi-instansi 
tersebut akan melakukan tugas dan wewenangnya masing-masing 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Koordinasi dimaksudkan untuk memaksimalkan daya guna dan hasil 
guna  pengawasan  terhadap  orang  asing.  Tujuan  pengawasan  
tersebut   untuk mewujudkan   prinsip   selective   policy yang   
dipandang   perlu   dalam mengawasi orang asing. 
 
Pengawasan Orang Asing yang masuk atau keluar wilayah 
Republik Indonesia 
 
Pengawasan orang asing sebelum memasuki wilayah Indonesia 
berhubungan dengan konsulat atau kedutaan Republik Indonesia 
khusus atau imigrasi untuk melayani dan meneliti secara selektif setiap 
permohonan visa ke Indonesia, serta memutuskan apakah dapat 
diberikan atau tidak berdasarkan pertimbangan kepentingan 
Ipoleksosbudhankamnas. Setiap orang asing yang akan datang atau 
masuk ke wilayah Indonesia haruslah memiliki visa yang merupakan 
izin masuk ke Indonesia. 
Pengawasan terhadap orang asing sebelum masuk ke Indonesia 
dilakukan oleh para atase imigrasi pada setiap perwakilan Indonesia di 
luar negeri pada saat orang asing bersangkutan mengajukan 
permohonan untuk mendapatkan visa. Oleh karena itu, setiap atase 
atau KBRI di setiap negara terdapat aparatur imigrasi yang bertugas 
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disana Tahap akhir pengawasan adalah saat meninggalkan Indonesia. 
Hal itu bertujuan untuk mencegah orang asing tersebut meninggalkan 
Indonesia karena mereka telah menimbulkan suatu permasalahan 
selama berada di Indonesia. 
 
Pengawasan terhadap orang asing ketika berada di wilayah 
Negara Republik Indonesia 
 
Pada saat orang asing sedang menuju atau sudah dipelabuhan 
pendaratan, baik Bandar udara maupun pelabuhan laut, di adakan 
pengawasan yang dilakukan oleh petugas imigrasi. Fungsi pengawasan 
ini sama juga dengan pengawasan sewaktu hendak mengajukan 
permohonan mendapat visa, yaitu pengawasan untuk mencegah 
masuknya orang-orang asing yang akan menimbulkan permasalahan 
setelah berada di Indonesia. 
 
Pengawasan orang asing yang melakukan kegiatan di wilayah 
Republik Indonesia 
 
Pengawasan yang dimaksudkan disini merupakan tindak lanjut 
dari pengawasan setelah orang asing mendapatkan izin tinggal di 
Indonesia, baik yang mendarat melalui udara maupun laut. 
Pengawasan terhadap orang asing yang telah mendapatkan izin 
masuk di Indonesia dapat dilihat dari dua segi, yaitu: 
a. Dari segi keimigrasian, yaitu mengawasi apakah orang asing 
tersebut melakukan kegiatan, dan apakah lamanya tinggal sesuai 
dengan izin keimigrasian yang diberikan kepadanya. 
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b. Dari segi Ipoleksosbudhankamnas, yaitu mengawasi apakah 
kegiatan yang dilakukan oleh orang asing tersebut menimbulkan 
benturan- berturan yang mengganggu kepentingan ketahanan dan 
keamanan nasional atau tidak. 
Dengan kegiatan diatas, jelaslah apa yang dimaksud dengan 
tindakan preventif ini, yaitu tindakan yang dilakukan dalam usaha untuk 
mencegah atau menjaga kemungkinan terjadinya tindak pidana imigrasi 
dalam hal ini yaitu tindak pidana penyalahgunaan visa. Beberapa usaha 
preventif sehubungan dengan hal tersebut antara lain sebagai berikut: 
a. Pejabat pendaftaran dibekali pengetahuan tentang kerahasiaan/ciri-
ciri khusus dari paspor-paspor negara lain dan dilengkapi dengan 
alat sinar ultraviolet dan kaca mata pembesar maupun dengan 
teknologi modern; 
b. Setiap pelabuhan pendaratan memiliki contoh-contoh tanda tangan 
dari pejabat konsuler pada perwakilan Republik Indonesia di luar 
negeri, yang berwenang menandatangani visa; 
c. Meniliti setiap orang asing atau wisatawan yang hendak masuk 
lewat wawancara singkat disetiap tempat pemeriksaan imigrasi; 
d. Melakukan pengecekan data yang diperoleh dari tempat-tempat 
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2. Upaya Represif 
Dalam kaitannya dengan penanggulangan terhadap orang asing 
yang menyalahgunakan visa dilakukan sesudah terjadinya atau terbukti 
adanya penyalahgunaan visa. Tindakan ini bersifat yuridis dan bisa 
juga bersifat administrasi. 
 
Tindakan yuridis 
Dalam pasal 122 butir a Undang-undang Nomor 06 Tahun 2011 
disebutkan: 
“setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan 
atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan 
tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya 
dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan  
pidana  denda  paling  paling  banyak Rp500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah)” 
 
Jadi tindakan yuridis adalah orang asing yang dengan sengaja 
menyalahgunakan maksud pemberian izin keimigrasian dan harus 
dibuktikan di pengadilan oleh hakim dan kemudian dapat dikenakan 
sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
 
Tindakan Administratif 
Menurut Pasal 75 Undang-undang Nomor 06 Tahun 2011 yang 
mengatur mengenai tindakan keimigrasian terhadap orang asing 
diwilayah Indonesia, yaitu: 
1. Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif 
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Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada  di  Wilayah  
Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut 
diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau  
tidak menghormati  atau  tidak  menaati  peraturan perundang-
undangan. 
2. Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana  dimaksud  
pada ayat (1) dapat berupa: 
a. pencantuman  dalam  daftar  Pencegahan  atau 
Penangkalan; 
b. pembatasan,  perubahan,  atau  pembatalan  Izin Tinggal; 
c. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat 
tertentu di Wilayah Indonesia; 
d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu 
di Wilayah Indonesia; 
e. pengenaan biaya beban; dan/atau 
f. deportasi dari Wilayah Indonesia. 
3. Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dapat 
juga dilakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah 
Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman 
dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya. 
 
Dengan demikian penyalahgunaan visa dapat dilakukan dengan 
6 (enam) alternatif seperti disebutkan diatas dengan alasan bahwa 
orang asing yang bersangkutan tidak mengindahkan peraturan yang 
mengatur keberadaan orang asing diwilayah Republik Indonesia. 
Berdasarkan uraian di atas tindakan-tindakan represif yang 
dapat diambil adalah pemidanaan, pengusiran (deportasi) dan 
memasukan orang asing yang terlibat kedalam daftar pencegahan dan 
penangkalan atau cekal (black list). 
 
Pemidanaan 
Fungsi pemidanaan adalah sebagai penjeraan, dalam Undang- 
Undang keimigrasian terdapat ancaman sanksi pidana, begitu juga 
tindak pidana penyalahgunaan visa yang diberikan kepadanya, yaitu 
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diatur pada Pasal 122 yang berbunyi: 
“Dipidana dengan pidana  penjara  paling  lama  5  (lima) tahun  dan 
pidana denda paling paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah): 
a. setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan 
atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud 
dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya; 
b. setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan 
kepada Orang Asing menyalahgunakan atau melakukan 
kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan 
pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya.” 
 
Pengusiran 
Pengusiran atau deportasi (deportation) adalah suatu tindakan 
sepihak dari pemerintah berupa tindakan mengeluarkan orang asing 
dari wilayah Republik Indonesia karena berbahaya bagi ketentraman, 
kesusilaan, atau kesejahteraan umum. Selain itu, bagi orang asing 
yang masuk serta berada diwilayah Republik Indonesia dapat juga 
diusir. Ketentuan mengenai deportasi ini dapat dilihat pada Pasal 75 
Undang-undang Nomor 06 Tahun 2011,khususnya pada ayat 2 point f. 
 
Black List (Daftar cekal) 
Black list adalah istilah yang dipakai dalam bahasa sehari-hari 
untuk menggantikan daftar orang-orang yang tidak diperbolehkan 
meninggalkan Indonesia dan orang-orang yang tidak diperbolehkan 
memasuki wilayah Indonesia. Di dalam keimigrasian daftar ini disebut 
“daftar pencegahan dan penangkalan” 
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Didalam Pasal 1 angka 28 dan 29 Undang-undang Nomor 06  
Tahun 2011, disebutkan pengertian dari: 
“Pencegahan adalah larangan sementara  terhadap orang  untuk  
keluar  dari  wilayah  Indonesia berdasarkan  alasan  keimigrasian  atau   
alasan lain yang ditentukan oleh undang-undang”. 
“Penangkalan adalah larangan terhadap Orang Asing untuk masuk 
Wilayah  Indonesia  berdasarkan  alasan Keimigrasian.” 
Berdasarkan pasal 13 Undang-undang Nomor 06 Tahun 2011, 
penangkalan terhadap orang asing dilakukan karena: 
a. namanya tercantum dalam daftar Penangkalan; 
b. tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan berlaku; 
c. memiliki dokumen Keimigrasian yang palsu; 
d. tidak memiliki Visa, kecuali yang dibebaskan dari 
kewajiban memiliki Visa; 
e. telah memberi keterangan yang tidak benar dalam 
memperoleh Visa; 
f. menderita penyakit  menular yang membahayakan kesehatan 
umum; 
g. terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana 
transnasional yang terorganisasi; 
h. terlibat dalam kegiatan makar terhadap Pemerintah Republik 
Indonesia; atau 
i. termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, 





Kendala-kendala yang dihadapi petugas imigrasi dalam melakukan 
pengawasan orang asing yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi 
Klas I Jayapura, yaitu: Faktor dari hukum itu sendiri yang dalam hal ini 
adalah Undang- Undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang keimigrasian 
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yang tidak menjelaskan secara rinci tentang penyalahgunaan/pelanggaran 
visa; Faktor aparat penegak hukumnya;,Faktor sarana dan prasarana 
(fasilitas penunjang); Faktor masyarakat dalam hal ini masyarakat harus 
sadar hukum; Faktor anggaran yang tidak mencukupi. Serta upaya 
imigrasi dalam menanggulangi terjadinya suatu tindakan penyalahgunaan 
visa dibedakan atas 2 (dua) cara yaitu: Upaya preventif, Upaya represif. 
Dalam hal penanggulangan ini erat kaitannya dengan pengawasan 
baik wisatawan yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, dan 
melakukan kegiatan di wilayah Indonesia. Upaya preventif adalah upaya 
penanggulangan   yang   dilakukan   dalam   usaha   untuk   mencegah 
atau menjaga kemungkinan terjadinya tindak pidana keimigrasian dalam 
hal ini yaitu penyalahgunaan visa. Sedangkan upaya represif adalah 
upaya penanggulangan yang dapat dilakukan dengan cara pemidanaan, 
deportasi maupun pengusiran (black list). 
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